SALINAN

BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 71 TAHUN
2017 TENTANG TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI ANGGOTA DEWAN

Menimbang

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

a. bahwa berdasarkan Surat Ketua Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Pati tanggal 13 Februari
2021 nomor 170/246/2021 perihal usulan perubahan
tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi dan
Laporan Pekerjaan Appraisal Tunjangan Perumahan
oleh Kantor Jasa Penilai Publik Pung’s Zulkarnain dan
Rekan Nomor 00062/2.0004-01/PI/11/0378/1/11/
2021 tanggal 02 Februari 2021 maka Peraturan Bupati
Pati Nomor 71 Tahun 2017 tentang Tunjangan
Transportasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Pati sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 56 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor
71 Tahun 2017 tentang Tunjangan Transportasi bagi
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Pati perlu disesuaikan;
bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pati
Nomor 71 Tahun 2017 tentang Tunjangan Transportasi
bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pati;

Mengingat...



Mengingat :

1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah  Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5650);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 358,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

7. Undang-Undang...



Menetapkan

10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Nomor 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun
2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati
(Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor
12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor
98);
Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2020
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor
142);
Peraturan Bupati Pati Nomor 71 Tahun 2017 tentang
Tunjangan  Transportasi Bagi Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati (Berita
Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 71)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Pati Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Pati Nomor 71 Tahun 2017 tentang
Tunjangan  Transportasi bagi Anggota  Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati (Berita
Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 56);
MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 71 TAHUN 2017
TENTANG TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PATI.

Pasall...



Pasall

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 71
Tahun 2017 tentang Tunjangan Transportasi Bagi Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati (Berita
Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 71)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati
Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Pati Nomor 71 Tahun 2017 tentang Tunjangan
Transportasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati
Tahun 2020 Nomor 56), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut :
Pasal 3

Besaran tunjangan transportasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 sebesar Rp12.500.000,00

(dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut :

Pasal 4
Tunjangan  Transportasi bagi Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 diberikan terhitung mulai bulan April
2021.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar...



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 18 Maret 2021

BUPATI PATI,
Ttd.
HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 18 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2021 NOMOR 21
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